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ABSTRAK 

 

UPAYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI 

Oleh 

SABINA SITI ZAHRANI 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyakatakan bahwa 

Lampung Utara berada diurutan keempat pada tahun 2022 wilayah dengan 

pengajuan dispensasi kawin terbanyak di Lampung dengan 70 perkara. Dilihat dari 

tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lampung Utara, maka perlu dikaji 

lebih lanjut mengenai upaya dalam pencegahan pernikahan dini. Sesuai dengan 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia nikah pada Pasal 7 ayat 1 

bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 tahun, oleh karena itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara 

bekerjasama dengan KUA diseluruh Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan 

berbagai upaya dalam pencegahan pernikahan dini.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimanakah Upaya Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan 

Dini?. Kedua, Faktor – Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Upaya Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan 

Dini?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data 

primer dan data skunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukan : Pertama,Terdapat beberapa upaya yang dilakukan 

oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam pencegahan 

pernikahan dini yang bekerjasama dengan KUA diseluruh Kabupaten Lampung 

Utara yaitu pelayanan dibidang administrasi, Sosialisasi terkait pernikahan dini, 

Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, Pelayanan dibidang 

kepenghuluan serta bimbingan pra nikah. Kedua, Faktor penghambat upaya 

kementerian agama kabupaten lampung utara dalam pencegahan pernikahan dini 

yaitu pergaulan bebas yang tidak dapat dihindari, faktor tradisi di masyarakat, serta 

faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. 

Kata Kunci : Upaya, Kemenag, Pencegahan, Pernikahan Dini 
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ABSTRACT 

 

EFFORTS OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF 

NORTH LAMPUNG REGENCY IN PREVENTING EARLY MARRIAGE 

By 

SABINA SITI ZAHRANI 

The Women's Empowerment and Child Protection Service stated that North 

Lampung was in fourth place in 2022 in the region with the most applications for 

marriage dispensation in Lampung with 70 cases. Judging from the high rate of 

early marriage in North Lampung Regency, it is necessary to study further 

regarding efforts to prevent early marriage. In accordance with Law Number 16 of 

2019 concerning the age of marriage in Article 7 paragraph 1 that marriage is only 

permitted if the man and woman have reached the age of 19 years, therefore the 

Office of the Ministry of Religion of North Lampung Regency is collaborating with 

the KUA throughout North Lampung Regency in carrying out various efforts in 

preventing early marriage. 

The problems in this research are: First, what are the efforts of the North Lampung 

Regency Ministry of Religion's efforts to prevent early marriage? Second, what 

factors hinder the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion's 

efforts to prevent early marriage? This research uses a normative and empirical 

approach with primary data and secondary data, obtained from literature and field 

research. 

The results of this research show: First, there are several efforts made by the Office 

of the Ministry of Religion of North Lampung Regency to prevent early marriage in 

collaboration with the KUA throughout North Lampung Regency, namely services 

in the field of administration, socialization related to early marriage, services in 

the field of marriage and sakinah families, services in the field of wedding planning 

and pre-marital guidance. Second, the factors inhibiting the efforts of the North 

Lampung Regency Ministry of Religion in preventing early marriage are 

unavoidable promiscuity, traditional factors in society, and the lack of awareness 

of the community itself. 

Keywords: Efforts, Ministry of Religion, Prevention, Early Marriage 
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MOTTO 

 

 

“Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) adalah bahwa Dia menciptakan jodoh- 

jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka dan 

Dia menjadikan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi orang-orang yang mau berfikir” 

(Q.S Ar Rum: 21) 

 

 

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan 

keluar."  

(QS. At-Talaq: 2) 

 

 

“Hatiku tenang karena aku mengetahui, apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.” 

Umar Bin Khattab 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya pernikahan dini di Indonesia menjadi suatu persoalan serius yang 

dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia 

yang ditentukan oleh Undang Undang atau aturan yang berlaku. Usia nikah dalam 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.1 Perubahan 

yang dilakukan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait usia nikah diharapkan dapat 

menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Agar menjamin hak hak dasar yang 

seharusnya didapatkan oleh seorang anak, serta mewujudkan tujuan perkawinan 

yang sehat dan sejahtera.  

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 

menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir antar seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2  Dalam 

membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut, hanya dapat dicapai apabila kedua 

belah pihak memiliki sikap kedewasaan dalam hal berpikir dan bertindak, maka hal 

tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan hubungan berumah tangga. 

                                                             
1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan 
2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja, 

perkawinan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.  

Pada situs Dataindonesia.id Badan Peradilan Agama melaporkan, terdapat 50.673 

dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 

17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.3 Jika dilihat terjadi 

penurunan dari tahun tersebut, namun angka pernikahan dini masihlah cukup tinggi. 

Walaupun persentase perkawinan usia dini untuk perempuan terus menurun setiap 

tahunnya, namun indonesia masih berada di urutan ke-8 (delapan) dengan tingkat 

pernikahan dini tertinggi di dunia.4 Data tersebut didapatkan pada tahun 2020, tahun 

tersebut menjadi peningkatan tertinggi pernikahan dini dimana angka dispensasi 

nikah hingga 64.211 naik tiga kali lipat dari tahun 2019. 

Berdasarkan Data yang telah dijabarkan diatas, menjadi bukti bahwa kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini. Kemudahan bisa 

disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak perempuan telah 

hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, hingga anak dan 

pasangannya sudah saling mencintai. Selain itu, anggapan orang tua bahwa anak 

berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina ditengarai 

menjadi alasan pengabulan permohonan dispensasi pernikahan anak. 

Permasalahan mengenai pernikahan dini yang cukup tinggi di Indonesia sendiri 

dapat menyebabkan terjadinya beberapa persoalan baru yang akan muncul 

antaranya naiknya tingkat perceraian, meningkatnya resiko kematian ibu 

melahirkan, hingga tingginya angka kelahiran di Indonesia. Tidak hanya itu 

pernikahan dini juga dapat mengakibatkan gangguan psikologi, kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT), komplikasi kehamilan, bahkan masalah ekonomi. Dalam 

penelitian telah menunjukan bahwa pernikahan dini juga dapat menimbulkan risiko 

infeksi HIV pada perempuan.  

                                                             
3 Dimas Bayu, https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-

kasus-pada-2022, diakses pada tanggal 21 Mei 2023  
4 Girls Not Brides, https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia, diakses pada tanggal 

21 Mei 2023 
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Persoalan tingginya tingkat pernikahan dini dapat dirasakan langsung dari salah 

satu wilayah di Indonesia yaitu Lampung terkhusus salah satu kabupaten yang 

berada di Provinsi Lampung yaitu Lampung Utara. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menyatakan bahwa 

Lampung Utara berada di urutan keempat pada tahun 2022 wilayah dengan 

pengajuan dispensasi nikah terbanyak di Lampung dengan 70 perkara. Pada tahun 

2021 terjadi lebih dari 80 pengajuan dispensasi nikah, dengan kebanyakan para 

pemohon dalam keadaan mengandung. Meskipun data tersebut mengalami 

penurunan namun angka tersebut masih cukuplah tinggi.  

Banyaknya kasus yang terjadi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab 

adanya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat 

istiadat, hingga faktor pergaulan bebas. Pernikahan Dini terjadi karena mereka 

maupun keluarganya hidup digaris kemiskinan, demi meringankan beban orang 

tuanya, tidak banyak anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap 

mampu, hal ini diharapkan dapat membantu orang tua tersebut bahkan menjadi batu 

loncatan bagi orang tuanya untuk medapatkan hidup yang lebih baik. Kurangnya 

akses pendidikan ketempat tempat terpencil membuat kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini. 

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, merupalakn suatu hal yang biasa karena 

telah berlangsung sejak dahulu serta masih bertahan hingga saat ini. Pernikahan 

usia dini yang terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi mayoritas di 

sebabkan oleh pergaulan bebas yang tumbuh diantara para remaja pada saat ini. 

Pergaulan bebas dan tidak baik tersebut berakibat terjadinya hal terlarang salah 

satunya hamil di luar nikah, hal tersebutlah yang mengakibatkan tingginya tingkat 

pernikahan dini. Meskipun undang undang perkawinan telah mengatur batas 

minimal dari usia perkawinan. Tetapi, ini menjadi perhatian bagi pengemban 

kebijakan agar meranvang program yang dapat mengurangi adanya pernikahan 

dini. 

Globalisasi yang telah masuk dalam negara ini membawa perubahan dan kemajuan 

bagi masyarkat dari berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek teknologi maupun 

sosial budaya. Namun, kemajuan yang hadir tanpa adanya penyaring yang baik 
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serta wawasan yang benar memberikan dampak negatif bagi masyarakat terutama 

kaum remaja yang masih mecari jati diri. Budaya barat yang bertentangan dengan 

norma yang ada di Indonesia yang berkembang diantara kaum remaja mayoritas 

mengarahkan kepada hal-hal negatif. Hal tersebut, mempengaruhi pola pikir, 

perkembangan dan pembentukan karakter bagi para remaja. Sehingga banyak di 

antara mereka yang akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengarah pada 

perilaku freesex (seks bebas). Peran orang tua, masyrakat dan pemerintah sangatlah 

penting dalam mencegah hal tesebut terus terjadi. 

Dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lampung Utara, maka 

perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya dalam pencegahan pernikahan dini. 

Pernikahan dini menjadi suatu persoalan yang dianggap serius serta menjadi 

rencana prioritas pemerintah daerah Lampung Utara terutama Kementrian Agama, 

mengingat pernikahan dini menjadi salah satu pelanggaran hak anak. Kementrian 

Agama memiliki berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agama. Kementerian Agama haruslah mengeluarkan suatu kebijakan 

atau upaya yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya 

pernikahan dini. Upaya tersebut juga harus menjadi pertimbangan agar dapat 

mengubah pola pikir masyarakat terkait pernikahan dini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki 

ketertarikan untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara 

Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara 

Dalam Pencegahan Pernikahan Dini? 

b. Faktor – Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Upaya Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk mengetahui Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung 

Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini 

2. Untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Menghambat Upaya Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan 

Pernikahan Dini. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfafat 

diantaranya : 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan suatu pemahanan baru yang dapat dijadikan sebagai suatu sistem 

informasi pembelajaran. 

b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu yang 

diperoleh di perkuliahan dan mengaplikasikannya dilapangan secara langsung.  

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum administrasi negara 

khususnya dalam sektor peran lembaga pemerintah. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab pernikahan 

dini, dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta dampaknya 

pada individu dan masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini serta 

menurunkan tingkat perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Lampung 

Utara. Menyajikan hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini.  
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b. Berguna bagi kementerian agama, sehingga dapat menjadi umpan balik (feed 

back) dalam perbaikan implementasi program serta strategi Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Utara dalam upaya pencegahan pernikahan dini. 

c. Menjadi acuan bagi lembaga lembaga lain dalam merancang program 

pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif. Program ini dapat mencakup 

pendekatan edukatif, sosial, dan dukungan psikologis untuk mencegah 

keputusan pernikahan yang terlalu dini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Upaya  

Upaya melnurut Kamus Belsar Bahasa Indo lnelsia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar 

yang dilakukan untuk me lncapai selsuatu delngan maksud me lmelcahkan suatu 

pelrsolaalan, melncari jalan ke lluar, dan selbagainya.5 Seldangkan Melnurut Wahyu 

Basko lrol Upaya adalah usaha atau syarat untuk me lnyampaikan selsuatu atau maksud 

(akal, ikhtiar). 6 

Melnurut Po lelrwadarminta upaya adalah usaha untuk me lnyampaikan maksud, akal 

dan ikhtiar.7 Upaya melrupakan selgala selsuatu yang dilakukan telrhadap selsuatu hal 

agar hal telrselbut dapat lelbih belrdayaguna dan be lrhasil agar se lsuai delngan yang 

diinginkan, dimaksud, dan fungsi se lrta manfaat suatu hal te lrselbut dilaksanakan. 

Melnurut Surayin upaya me lrupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk me lncapai suatu 

maksud). Yang pada intinya se ltiap upaya yang dilakukan de lngan tujuan untuk 

melncelgah selsuatu yang dianggap tidak dipe lrlukan, tidak telrjadi dan agar hal te lselbut 

bisa dicarikan jalan ke lluarnya.8 

Dari belbelrapa pelngelrtian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya me lrupakan suatu 

usaha yang dilakukan untuk me lncapai selsuatu yang diinginkan atau bisa juga 

dilakukan untuk melncelgah selsuatu yang tidak diinginkan telrjadi. Dalam pe lnellitian 

ini lelbih ditelkankan pada bagaimana usaha Ke lmelntrian Agama Kabupate ln 

Lampung Utara dalam me lncelgah telrjadinya pelrnikahan dini. 

                                                             
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses melalui 

https://kbbi.web.id/upaya.html, Pada Tanggal 19 Juni 2023. 
6 Wahyu Baskoro, Kamus Lengkap Besar Indonesia (Jakarta : Setia Kawan, 2005), hlm 902.  
7 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm 1344 
8 Surayin, Kamus besar bahasa indonesia (Bandung : Yrama Widya, 2001), hlm 665. 
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2.2 Jenis Jenis Upaya 

Telrdapat belbelrapa jelnis dari upaya yaitu :  

1 Upaya prelvelntif melmiliki arti bahwa te lrdapat suatu masalah atau suatu hal 

yang harus untuk dice lgah. Adapun selsuatu yang dimaksud itu me lngandung 

bahaya baik bagi lingkup pe lrso lnal maupun glo lbal.9 Upaya Prelvelntif dapat 

dikatakan selbagai usaha yang dilakukan untuk me lncelgah telrjadinya selsuatu 

yang tidak diinginkan, atau selbagai pelngelndali so lsial. 

2 Upaya prelselrvatif melnurut Baim Wanglito l Upaya yaitu usaha untuk 

melnjaga keladaan yang te llah baik agar teltap baik, jangan sampai ke ladaan 

yang tidak baik.10 Upaya ini dilakukan untuk me lmellihara atau 

melmpelrtahankan suatu ko lndisi yang dianggap tellah baik, agar ke ladaan 

telrselbut tidak belrubha melnjadi keladaan yang tidak baik.  

3 Upaya kuratif dapat diartikan se lbagai upaya pelnyelmbuhan. Upaya kuratif 

melrupakan salah satu upaya yang be lrtujuan untuk me lmbimbing atau 

melngarahkan selselo lrang agar kelmbali kelpada kelbelnaran yang se lmelstinya. 

Colntolhnya dari yang awalnya me lrupakan selselolrang yang be lrmasalah 

melnjadi selselo lrang yang bisa te lrbelbas dari masalah te lrselbut.  

4 Upaya adaptasi adalah usaha yang dilakukan agar telrciptanya pelnyelsuaian 

antara selselo lrang delngan lingkungan yang baru dite lmui atau dirasakan, 

selhingga dapat timbul ke lselsuaian atau kelcolcolkan antara pribadi se lselo lrang 

dan lingkungannya. Upaya adaptasi juga dapat diartikan se lbagai langkah 

atau tindakan yang diambil dalam me lngatasi dan belradaptasi delngan 

pelrubahan lingkungan, situasi, atau ko lndisi telrtelntu. Hal ini belrtujuan untuk 

melngurangi kelrelntanan keltika telrjadi suatu pelrubahan. 

2.3 Pengertian Pernikahan  

Pelrnikahan dalam Kamus Be lsar Bahasa Indo lnelsia belrasal dari kata “nikah” yang 

melmiliki arti pe lrkawinan yang dilakukan se lsuai delngan keltelntuan hukum dan 

ajaran agama atau bisa dise lbut juga delngan hidup selbagai suami dan istri tanpa 

                                                             
9 Rizky Suherman, Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota 

Samarinda, eJournal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, hlm 302. 
10 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir) (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2004), 

hlm. 38. 
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adanya pellanggaran te lrhadap agama.11 Dalam istilah nikah melmiliki arti bahwa 

adanya ikatan suami istri yang sah me lnurut agama dan ne lgara yang melnimbulkan 

akibat hukum, hak se lrta kelwajiban bagi suami iste lri.. 

Seldangkan Melnurut Undang-Undang No lmo lr 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dije llaskan 

bahwa pelrkawinan adalah ikatan lahir batin antara se lo lrang pria delngan selo lrang 

wanita selbagai suami istri de lngan tujuan melmbelntuk kelluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kelkal belrdasarkan Keltuhanan Yang Maha E lsa.12 Telrdapat belbelrapa 

pelngelrtian melngelnai pelrnikahan atau pe lrkawinan melnurut para ahli yaitu : 

1. Melnurut Bachtiar de lfelnisi pelrnikahan adalah pintu bagi be lrtelmunya dua 

hati dalam naungan pe lrgaulan hidup yang be lrlangsung dalam jangka waktu 

yang lama, yang di dalamnya te lrdapat belrbagai hak dan ke lwajiban yang 

harus dilaksanakan o llelh masing-masing pihak untuk me lndapatkan 

kelhidupan yang layak, bahagia, harmo lnis, selrta melndapat kelturunan. 

Pelrnikahan itu me lrupakan ikatan yang kuat yang didasari o llelh pelrasaan 

cinta yang sangat melndalam dari masing-masing pihak untuk hidup be lrgaul 

guna melmellihara kellangsungan manusia di bumi.13 

2. Wirjo lno l Proldjo ldiko lrol, melngelmukakan arti pelrkawinan adalah suatu hidup 

belrsama dari se lo lrang laki-laki dan selo lrang pelrelmpuan yang melmelnuhi 

syarat-syarat yang te lrmasuk dalam pe lraturan telrselbut baik agama maupun 

aturan ho lkum. 14 

3. Melnurut So leltolyo l Prawiro lhamidjo ljo l, pelrkawinan adalah me lrupakan 

pelrselkutuan yang te lrjadi antara se lo lrang laki-laki dan pelrelmpuan yang sah 

selcara fo lrmal selsuai delngan undang-undang dan umumnya be lrsifat 

kelagamaan. 

4. Duvall dan Mille lr, melndelfinisikan pelrkawinan selbagai hubungan antara 

pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang me llibatkan hubungan 

                                                             
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses 

melalui https://kbbi.web.id/nikah.html, Pada Tanggal 19 Juni 2023. 
12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
13 Aziz Bachtiar, Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia (Yogyakarta : Saujana, 2004). 
14 Eoh. O.S, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm 27 dan 28. 
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selksual, adanya pelnguasaan dan hak melngasuh anak, dan saling me lngeltahui 

tugas masing-masing selbagai suami dan istri.15 

5. Melnurut Hazairin dalam bukunya hukum Ke lkelluargaan Nasio lnal 

melngatakan inti pelrkawinan itu adalah hubungan se lksual melnurut belliau itu 

tidak ada nikah (pe lrkawinan) bilamana tidak ada hubungan se lksual. Belliau 

melngambil tamsil bila tidak ada hubungan se lksual antara suami istri, maka 

tidak pelrlu ada telnggang waktu melnunggu (iddah) untuk me lnikahi lagi 

belkas istri itu de lngan laki-laki lain. 

6. Melnurut Thalib, pelrkawinan ialah suatu pe lrjanjian yang suci kuat dan 

kolkolh untuk hidup be lrsama selcara sah antara se lolrang laki-laki delngan 

selo lrang pelrelmpuan untuk me lmbelntuk kelluarga yang ke lkal, santun-

melnyantuni, kasih-melngasihi, te lntelram dan bahagia.16 

7. Gardinelr & Myelrs (dalam Papalia, O llds & Felldman, 2004) me lnambahkan 

bahwa pelrkawinan melnye ldiakan kelintiman, ko lmitmeln, pelrsahabatan, cinta 

dan kasih sayang, pelmelnuhan selksual, pelrtelmanan dan kelselmpatan untuk 

pelngelmbangan elmo lsio lnal selpelrti sumbelr baru bagi ide lntitas dan harga 

diri.17 

Dari belbelrapa pelngelrtian diatas maka pe lnulis belrkelsimpulan bahwa pe lrnikahan 

atau pelrkawinan adalah suatu ikatan antara selolrang pria dan selo lrang wanita selbagai 

suami dan istri, yang be lrtujuan untuk melmbe lntuk selbuah kelluarga yang bahagia 

dan kelkal, diakui se lcara hukum se lsuai delngan pelraturan yang be lrlaku, selrta tidak 

belrtelntangan delngan prinsip-prinsip agama masing masing.  

 

 

                                                             
15 Duvall, E.M & B.C Miller, Marriage and Family Development (six edition) (New York : Harper 

& Row, 1995). 
16 S. Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (Cet. V), (Jakarta : 

Universitas Indonesia. 1986).  
17 Papalia, D.E, Olds, S.W., & Feldman, R.D, Human Development (9th ed), (New York: McGraw 

Hill, 2004). 
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2.4 Syarat Syarat Pernikahan 

Pelrnikahan atau pelrkawinan dapat dikatakan sah apabila me lmelnuhi syarat syarat 

pelrkawinan dan dilakukan be lrdasarkan aturan dari agama masing masing se lrta 

dicatatkan melnurut pelraturan pelrundang undangan yang be lrlaku. Telrdapat 

belbelrapa syarat yang harus dipe lnuhi jika ingin mellangsungkan pelrnikahan yaitu : 

1. Syarat matelriil 

Syarat matelriil adalah syarat yang ada pada diri pihak-pihak yang akan 

mellangsungkan pe lrkawinan, atau biasa dise lbut delngan syarat subye lktif. 

Syarat-syarat pelrkawinan yang harus dipe lnuhi belrdasarkan keltelntuan 

Undang-Undang No l. 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan yang diatur dalam 

pasal 6 hingga pasal 12 dan Undang-Undang No lmo lr 16 Tahun 2019 

Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmo lr 1 Tahun 1974 Telntang 

Pelrkawinan dalam Pasal se lbagai belrikut :  

a) Belrdasarkan Pe lrseltujuan keldua calo ln melmpellai (Pasal 6 ayat 1). 

b) Harus melndapatan izin ke ldua olrangtua atau wali bagi calo ln melmpellai 

yang bellum belrusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat 2). 

c) Pelrkawinan diizinkan apabila calo ln melmpellai pria dan calo ln melmpellai 

wanita sudah belrusia 19 (selmbilan bellas) tahun. Jika baik me lmpellai pria 

maupun melmpellai wanita bellum belrusia 19 (se lmbilan bellas) tahun 

maka wajib melndapatkan dispelnsasi nikah dari pe lngadilan jika ingin 

mellangsungkan pe lrnikahan (Pasal 7) 

d) Jika calo ln melmpellai pria dan calo ln melmpellai wanita dalam hubungan 

kelluarga atau darah maka pe lrkawinan telrselbut tidak dapat 

dilangsungkan (Pasal 8). 

e) Keldua calo ln melmpellai atau salah satunya tidak dalam ikatan 

pelrkawinan delngan pihak lain, ke lcuali tellah melndapat izin dari 

pelngadilan untuk po lligami (Pasal 9). 

f) Bagi suami istri yang te llah belrcelrai, lalu kawin lagi, dan be lrcelrai lagi 

untuk keldua kalinnya, maka me lrelka dilarang kawin ke lmbali. Selpanjang 

agama yang belrsangkutan tidak me lnelntukan lain (Pasal 10). 



12 

 

 
 

g) Calo ln melmpellai wanita yang be lrstatus janda tidak dalam waktu tunggu 

(Pasal 11). 

2. Syarat fo lrmil 

Syarat fo lrmil adalah pro lseldur atau tata cara dalam me llangsungkan 

pelrkawinan, me lnurut agama dan pelraturan pelrundang-undangan, atau 

selring diselbut delngansyarat o lbyelktif. Syarat te lrcantum dalam Pasal 12 

Undang-Undang No lmo lr 1 Tahun 1974 yang me lnyatakan bahwa tata cara 

pellaksanaan pelrkawinan tellah diatur dalam pe lraturan Pelrundang-undangan 

telrselndiri. Syarat fo lrmil yaitu selbagai belrikut : 

1. Adanya pelmbelritahuan untuk me llangsungkan pelrkawinan.  

2. Pelngumuman o llelh pelgawai pelncatat pelrkawinan untuk me llangsungkan 

pelrkawinan. 

3. Jika pelrkawinan telrselbut untuk yang ke ldua kalinya, maka harus 

melmpelrlihatkan akta pe lrcelraian, akta ke lmatian atau dalam hal ini 

melmpelrlihatkan surat kuasa yang disahkan Pe lgawai Pelncatat Nikah. 

4. Pellaksanaan pelrkawinan, selsuai delngan kelpelrcayaan dan agama masing 

masing 

5. Adanya bukti bahwa sellama pelngumuman pelrkawinan tidak adanya 

proltels atau pelncelgahan. 

6. Adanya surat dispelnsasi untuk apabila ke ldua calo ln melmpellai atau salah 

satunya masih dibawah umur. 

Syarat pelrnikahan dirancang untuk me llindungi kelpelntingan keldua bellah pihak 

yang akan melnikah. Delngan melmelnuhi pelrsyaratan hukum, pe lrnikahan melnjadi 

sah dan diakui se lcara relsmi o llelh nelgara. Ini melmbelrikan kelpastian hukum dan 

mellindungi hak-hak dan kelwajiban pasangan yang te lrlibat dalam pe lrnikahan. 

Syarat pelrnikahan melmbantu melncelgah pelnyalahgunaan dan pe lnipuan dalam 

institusi pelrnikahan. Me lrelka melmbatasi pelrnikahan yang dilakukan de lngan paksa, 

pelnipuan, atau dalam ke ladaan yang tidak sah, se lhingga mellindungi individu dari 

elksplo litasi atau pelrlakuan yang tidak adil. 
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2.5 Pengertian Pernikahan Dini 

Melnurut WHOl pelrnikahan dini atau elarly marrield adalah pelrnikahan yang 

dilakukan o llelh selpasang atau salah satunya masih dikate lgolrikan selbagai anak anak 

atau relmaja yang belrusia dibawah 19 tahun. Pelngelrtian Pelrnikahan Dini me lnurut 

UNICE lF (Uniteld Natio lns Childreln’s Fund) melrupakan pelrnikahan yang dilakukan 

baik selcara relsmi maupun tidak relsmi delngan salah satu atau ke ldua pasangan bellum 

melncapai umur 18 Tahun. 

Pelngelrtian telrselbut selsuai delngan Undang Undang No lmo lr 16 Tahun 2019 telntang 

Pelrubahan Atas Undang Undang No lmo lr 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan pada 

Pasal 7 ayat 1 yang me lnyatakan bahwa pelrkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita sudah melncapai umur 19 (Selmbilan Bellas) tahun .18 Undang Undang 

telrselbut melmpelrbarui pelraturan selbellumnya yang melnyatakan bahwa pe lrkawinan 

dapat dilangsungkan jika pria be lrumur 19 dan wanita minimal 16 tahun. Jadi dapat 

diartikan bahwa pe lrnikahan dini atau pe lrkawinan dibawah umur me lrupakan 

pelrkawinan yang dilakukan de lngan pelrsiapan selcara fisik, me lntal bahkan mate lri 

bellum dikatakan maksimal.  

Fauzi adhim dalam bukunya me lnyatakan bahwa masyarakat me lmandang 

pelrnikahan dini atau pe lrnikahan muda melrupakan pelrnikahan yang be llum 

melnunjukkan adanya ke lmatangan atau keldelwasaan dan se lcara elko lno lmi yang 

masih telrgantung pada o lrang tua dan bellum mampu dalam me lngelrjakan 

pelkelrjaannya selndiri.19 Belliau juga melnyimpulkan bahwa pe lrnikahan dini 

melrupakan pelrnikahan yang se lharusnya tidak telrjadi karelna bellum siapnya keldua 

pasangan telrselbut untuk mellaksanakan pelrnikahan selpelrti yang diatur dalam 

undang-undang batas usia nikah itu se lndiri. 

Pelrnikahan dini diartikan se lbagai pelrnikahan yang be lrlangsung dibawah usia 

prolduktif yaitu umur dibawah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untik pria.20 

                                                             
18 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan 
19 Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta : Gema Insani. 2002). 
20 Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri 

Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Maternity and Neonatal, Vol.1, No. 

5, Maret 2018, hlm 2. 
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Maka pelrnikahan dini dapat diartikan se lbagai pelrnikahan yang salah satu pasangan 

atau kelduanya bellum melmelnuhi keltelntuan usia yang dite ltapkan selsuai delngan 

pelrundang-undangan. Pe lrnikahan usia dini juga dise lbut dispelnsasi nikah, yaitu 

pelrnikahan yang telrjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin be lrsuami pada usia 

di bawah standar pada usia nikah yang sudah dite ltapkan o llelh aturan hukum 

pelrnikahan.21 Delngan didapatkannya dispe lnsasi nikah maka pe lrnikahan yang tidak 

melmelnuhi syarat pe lrkawinan dapat dilangsungkan. 

Dalam hal pelrkawinan tellah ditelntukan bahwa pe lrkawinan dapat dilangsungkan 

apabila tellah melmelnuhi syarat pelrkawinan telrmasuk syarat usia pe lrkawinan. 

Namun bagi pasangan yang be llum melmelnuhi syarat usia pe lrkawinan, maka 

pelrkawinan dapat dilaksanakan apabila tellah melndapatkan surat dispe lnsasi kawin 

dari Pelngadilan Agama se lsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan. Susuai 

delngan Pelraturan Mahkamah Agung (MA) No lmo lr 5 Tahun 2019 telntang Peldolman 

Melngadili Pelrmo lho lnan Dispelnsasi Kawin, yang me lnyatakan dispelnsasi kawin atau 

dispelnsasi nikah adalah pe lmbelrian izin kawin o llelh pelngadilan kelpada calo ln suami 

istelri yang bellum belrusia 19 tahun untuk me llangsungkan pe lrkawinan atau 

pelrnikahan. Tujuan dari adanya dispe lnsasi nikah se lndiri adalah untuk me lmbelrikan 

kello lnggaran hukum bagi me lrelka yang tidak me lmelnuhi syarat sah pe lrnikahan atau 

pelrkawinan selcara hukum po lsitif.  

Maka dapat disimpulkan bahwa Dispe lnsasi Nikah melrupakan cara bagi se lselo lrang 

yang ingin me llangsungkan pelrnikahan namun be llum melmelnuhi syarat batas usia 

dalam pelrnikahan, maka o lrang tua dari anak te lrselbut harus melngajukan dispelnsasi 

nikah kel Pelngadilan Agama de lngan mellalui belbelrapa pro lsels pelrsidangan telrlelbih 

dahulu. Dispelnsasai nikah dibe lrikan selbagai belntuk kello lnggaran hukum bagi 

melrelka yang ingin me llangsungkan pelrnikahan namun be llum melncukupi usia atau 

tidak melmelnuhi syarat sah pe lrkawinan melnurut hukum po lsitif. 

                                                             
21 Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang 

Thaun 2009-2010)), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm 20. 
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2.6 Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini  

Telrdapat belbelrapa fakto lr yang melmpelngaruhi telrjadinya pelrkawinan usia dini atau 

pelrnikahan dini yaitu :  

a. Ekonomi  

Faktolr elkolno lmi melnjadi alasan yang sangat banyak dite lmui dalam pelrnikahan dini 

telrutama pada saat Co lvid yang lalu. Fakto lr elkolno lmi yang kurang me lncukupi 

melnjadikan para o lrang tua melnikahkan anaknya yang be llum melncukupi umur 

melnikah agar melngurangi biaya yang melrelka tanggung. Masyarakat yang hidup 

digaris kelmiskinan akan barusaha untuk melringankan belban kelluarganya.  

Akibatnya banyak anak pelrelmpuan dikawinkan delngan o lrang yang dianggap 

mampu. Hal ini diharapkan dapat me lmbantu o lrang tua telrselbut bahkan melnjadi 

batu lo lncatan bagi o lrang tuanya untuk me ldapatkan hidup yang le lbih baik. Bahkan, 

tidak jarang kelluargapun akan me lndukung pelrnikahan telrselbut karelna dianggap 

keldua pasangan telrselbut akan lelnih mampu melngatasi tantangan finansial selcara 

belrsama sama. 

b. Pendidikan  

Relndahnya tingkat pelndidikan maupun pelmahaman o lrang tua, anak dan 

masyarakat melngelnai bahayanya pe lrnikahan di usia dini, melnye lbabkan 

kelcelndelrungan olrang tua telrselbut melnikahkan anaknya yang masih dibawah umur. 

Karelna, pelndidikan lah yang me lnjadi pato lkan bagaimana cara pandang selselo lrang 

akan dunianya selrta melnelmpatkan dirinya selndiri. Pelndidikan tidak hanya be lrasal 

dari selko llah, namun juga dapat dari kelluarga maupun lingkungan so lsial. Dalam 

suatu pelnellitian melnyatakan bahwa fakto lr pelndidikan yang relndah melnjadi salah 

satu faktolr pelnyelbab dari banyaknya praktik pelrnikahan dini di wilayah telrtelntu di 

Indo lnelsia. Hal ini dapat telrjadi karelna keltidak pahaman masyarakat selrta anak 

melngelnai selksualitas, masyarakat tidak melngeltahui apa dampak nelgatif yang akan 

melrelka dihadapi saat me llakukan pelrnikahan dalam usia yang be llum cukup matang. 

Ollelh selbab itu untuk melngatasi pro lblelmatika selpelrti ini, pelndidikan melmang dapat 

dikatakan melnjadi tolmbak utama dalam melnanggulangi pe lrmasalahan ini. 
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c. Faktor Orang Tua (Perjodohan) 

Melskipun Olrang tua melmiliki hak untuk me lnikahkan anaknya, te ltapi harus 

dilakukan delngan pelrtimbangan yang matang. O lrang tua yang khawatir jika anak 

pelrelmpuannya belrpacaran delngan laki-laki yang tidak selsuai delngan kelinginan 

melrelka  selhingga selgelra melnikahkan anaknya delngan lellaki pilihan o lrang tuanya. 

Colntolhnya, selo lrang anak pelrelmpuan yang me lngalami pelmelrko lsaan, maka anak 

telrselbut kelmudian dipaksa untuk me lnikah bukan hanya de lngan pellaku pelmelrko lsa 

teltapi delngan o lrang lain yang se ltuju untuk melnikah selbagai jalan ke lluar dari 

masalah yang dihadapi. Padahal de lngan kelputusan telrselbut justru be lrpelluang 

melnimbulkan masalah baru yang juah le lbih belsar keldelpannya selpelrti KDRT 

maupun masalah kelselhatan melntal.  

d. Media Massa  

Faktolr meldia adalah salah satu fakto lr yang belrpelngaruh cukup belsar, selbut saja 

intelrnelt. Info lrmasi yang tak telrbatas dan tidak diimbangi de lngan pelngeltahuan yang 

cukup, melngakibatkan selgala info lrmasi langsung dite lrima ollelh masyarakat tanpa 

mellalui pro lsels sellelktif dan belrdampak nelgatif bagi pelrkelmbangan po lla pikir para 

gelnelrasi muda. Belrbagai macam tayangan te llelvisi saat ini, khususnya telntang 

drama, sineltroln dan kisah-kisah pelrcintaan ala re lmaja lainnya, yang tanpa sadar 

melnjadi ko lnsumsi seltiap hari para re lmaja dan melngakibatkan para relmaja 

telrpelngaruh o llelh tayangan telrselbut. Meldia massa dapat melmpelrkuat telkanan solsial 

telrkait delngan pelrnikahan dini. Ke ltika meldia selring melnampilkan celrita-celrita 

suksels telntang pelrnikahan dini atau me lnciptakan narasi bahwa ke lbahagiaan hanya 

dapat ditelmukan dalam pe lrnikahan, hal ini dapat me lmbelrikan telkanan tambahan 

kelpada individu untuk me lnikah lelbih celpat. Gelncarnya elxpo lsel selks dimeldia massa 

melnyelbabkan relmaja saat ini selpelrti sudah telrbiasa telrhadap selks belbas. Ko lnteln 

selksual yang melmpelrlihatkan pelrilaku selksual yang tidak aman atau tidak e ltis tanpa 

kolnselkuelnsi dapat melmpelngaruhi pelrilaku individu dalam ke lhidupan nyata. Ini 

dapat belrkolntribusi pada pe lrnikahan dini jika pasangan muda telrlibat dalam 

hubungan selksual tanpa pe lmahaman yang baik telntang kolnselkuelnsinya.  
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e. Faktor Adat  

Faktolr adat juga melnjadi salah satu pelnyelbab telrjadinya pelrnikahan dini. Dalam 

belbelrapa pelraturan adat atau tradisi yang be lrkelmabang, pelrnikahan tidak lagi 

melmandang usia muda ataupun tua. Melskipun dalam undang undang tellah 

dijellaskan bahwa pelrnikahan di bawah umur tidak dipe lrbo llelhkan, akan teltapi 

pelrnikahan telrselbut dapat dianggap sah jika dilihat dari sudut pandang adat istiadat. 

Pelrkawinan usia muda dapat juga telrjadi karelna pandangan olrang tua bahwa jika 

anak pelrelmpuannya sudah melngingjak usia 17 dan be llum melnikah maka akan 

dianggap selbagai tidak laku selhingga o lrang tuanya akan se lgelra melnikahkan 

anaknya melskipun anak te lrselbut masih diusia dini. 

f. Faktor Pergaulan Bebas 

Faktolr pelrgaulan belbas melnjadi salah satu fakto lr yang sangat belrpelngaruh dalam 

tingginya tingkat pelrnikahan dini. Pe lrgaulan belbas melrupakan gaya hidup di mana 

individu telrlibat dalam hubungan se lksual atau hubungan intim tanpa ko lmitme ln 

jangka panjang atau ikatan pe lrnikahan. Info lrmasi yang tanpa batas te lrmasuk film, 

musik, tellelvisi, dan platfo lrm meldia so lsial lainnya, se lring kali melmpelrto lntolnkan 

gambaran selksualitas yang be lbas. Pelsan-pelsan dan gambaran telrselbut dapat 

melmpelngaruhi pelrselpsi relmaja telntang selksualitas selrta melnjadi pelrangsang minat 

melrelka dalam melngikuti gaya hidup yang se lrupa. Pelrgaulan belbas yang melmbuat 

para relmaja mellakukan hubungan intim tanpa diikuti o llelh ko lntraselpsi yang 

akhirnya melningkatkan risiko l kelhamilan di luar nikah. Hal ini me lndo lrolng 

pasangan yang awalnya tidak me lmiliki relncana untuk melnikah telrpaksa mellakukan 

pelrnikahan lelbih celpat karelna kelhamilan telrselbut. Kurangnya pe lngawasan dan 

kolmunikasi antara anak dan o lrang tua dapat me lnyelbabkan melrelka lelbih relntan 

melngikuti pelrgaulan belbas. Jika melrelka tidak melndapatkan arahan yang baik mulai 

dari dari o lrang tua, guru, atau o lrang delwasa lainnya, mungkin hal te lrselbut dapat 

melmpelngaruhi relmaja untuk te lrlibat dalam pe lrgaulan belbas selbagai belntuk 

pellarian dan telrlibat dalam pe lrilaku selksual yang tidak be lrtanggung jawab.  
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2.7 Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini 

Telrdapat banyak selkali dampak ne lgatif dari adanya pe lrnikahan dini, mulai dari 

aspelk kelselhatan, so lsial bahkan sampai timbulnya ke lmatian. Kelmatangan 

psiko llo lgis yang bellum telrcapai dari se lo lrang ibu muda se lhingga belrpelngaruh 

delngan bagaimana  po lla asuh anak. Maka akan, me lnimbulkan kurangnya kasih 

sayang yang selharusnya didapatkan o llelh anaknya. Keltidak matangan psikis 

melrelka, melmbuat melrelka bellum dapat me lngolntroll elmo lsinya yang akal 

melnimbulkan pelrtelngkaran. 

Dari selgi so lsial, delngan adanya pe lrkawinan dire lntang usia yang se lharusnya 

melndapatkan pelndidikan maka hal te lrselbut melngurangi kelbelbasan melrelka dalam 

melndapatkan kelselmpatan pelndidikan kel jelnjang yang lelbih tinggi, selrta pelndidikan 

yang lelbih luas. Tidak hanya itu pe lrnikahan dini me lmbuat adanya statelmelnt dari 

masyaraat bahwa melrelka adalah selbuah aib bagi ke lluarga di lingkungan 

masyarakat seltelmpat.  

Ditinjau dari selgi kelselhatan, belrdasarkan riselt yang dilakukan o llelh Kelmelntelrian 

Kelselhatan RI dari re lntang usia pelrelmpuan 10-54 tahun, telrdapat 2,6% pelrelmpuan 

melnikah untuk pelrtama kali pada umur dibawah 15 tahun, dan 23,9% lainnya 

melnikah pada usia 15-19 tahun. Dari data telrselbut belrarti telrsadat selkitar 26% 

pelrelmpuan dibawah usia yang matang tellah melnikah.22 Maka selbellum fungsi-

fungsi o lrgan relprolduksinya belrkelmbang delngan o lptimal melrelka tellah melnikah. 

Dari selgi kelselhatan  bellum matangnya o lrgan relprolduksi dan juga kelmatangan fisik 

dari selo lrang relmaja pelrelmpuan akan belrpelngaruh telrhadap relsiko l jika relmaja 

telrselbut melngandung anaknya.23 Hal ini belrelsiko l adanya kelcacatan pada anak, ibu 

melninggal saat pro lsels mellahirkan bahkan se lsudah pro lsels mellahirkan ataupun 

relsiko l lainnya yang juga sangat be lsar selrta belrbahaya dari pe lrkawinan usia dini.  

                                                             
22 Eka Deviani, Marlia Eka Putri, Rodhatul Nasikhin, Dampak Pernikahan Dini bagi Santriwati 

Pondok Pesantren Al-Hikmah, Jurnal Pengadian pada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Desember 2022, 

hlm 81. 
23 Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Organ 

Reproduksi , Jurnal Pengadian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 1, April 

2021, hlm 42. 
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Pelrnikahan dini juga akan be lrdampak padak anak, anka te lrselbut akan lahir de lngan 

belrat yang re lndah, bahkan bisa te lrjadi celdelra pada anak saat pro lsels mellahirkan. 

Kelselhatan psiko llo lgi anak jugs akan telrganggu karelna rata rata ibu yang me llakukan 

pelrnikahan dini akan me lngalami trauma be lrkelpanjangan, kurang so lsialisasi dan 

melmpunyai krisi ke lpelrcayaan diri.24 Anak hasil dari pe lrnikahan dini juga 

celndelrung akan melnjadi bahan ce lmo lo lhan telman bahkan masyarakat karelna olrang 

tuannya melnikah muda. Hal ini akan me lnganggu pisiko llo lgi anak mulai dari 

melngalami keltelrambatan pelrkelmbangan, kelsulitan bellajar, gangguan pe lrilaku, 

bahkan celndelrung melnjadi o lrang tua pula pada usia dini. 

Dari selgi elko lno lmi, pasangan yang me lnikah dini juga bellum mapan dari se lgi 

elkolno lmi. Relmaja yang mellakukan pelrnikahan di usia dini be llum melmiliki 

pelngalaman, pelmikiran se lrta daya nalar yang kuat untuk me lncukupi elko lno lmi 

kelluarga kelcilnya, maka pe lrnikahan dini re lntan mellahirkan kelluarga miskin. 

Relndahnya pelngeltahun selrta pelndidikan yang didapat selhingga relndah pula akse ls 

pelkelrjaan yang dapat me lrelka miliki. Apalagi, jika pasangan pe lrnikahan telrselbut 

melnikah karelna wanita tellah hamil di luar nikah. Maka ke lbutuhan rumah tangga 

melrelka akan selmakin banyak, se lmelntara kelmampuan melrelka selbagai o lrangtua 

untuk melncari uang sangatlah minim. Kare lna keltidak siapan finansial te lrselbut 

maka pelrnikahan dini re lntan melnciptakan kelluarga baru yang miskin. 

Banyak akibat yang akan muncul akibat dari pe lrnikahan dini baik dise lbabkan dari 

psikis dan psiko llo lgi para o lrang tua muda. Pasangan pe lrnikahan usia dini juga 

melnjadi sumbangsi yang tinggi atas naiknya angka pe lrcelraian. Pe lnye lbanya adalah 

faktolr elkolno lmi karelna kurangnya pe lngalaman dalam me lngello lla dan melngatur 

keluangan rumah tangga, e lmo lsi yang masih be llelm stabil dimana me lningkatkan 

relsiko l telrjadinya kelkelrasan dalam rumah tangga (KDRT), re lndahnya pelndidikan 

akibat telrhelntinya pelndidikan, tradisi atau budaya, dan/atau kurangnya ko lmunikasi 

antara pasangan. 

                                                             
24 Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadid dan Dampaknya , Jurnal Living Hadis, Vol. 

3, No. 1, Mei 2018, hlm 65. 
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2.8 Dispensasi Nikah/Kawin 

Dalam Kamus Belsar Bahasa Indo lnelsia, dispelnsasi adalah pe lngelcualian dari suatu 

aturan karelna pelrtimbangan khusus, yang me lmbuat pelmbelbasan dari suatu 

kelwajiban atau larangan.25 Seldangkan nikah (kawin) me lnurut KBBI adalah ikatan 

atau akad dari pelrkawinan yang dilakukan se lsuai delngan keltelntuan hukum dan 

ajaran agama telrtelntu.26 Melnurut Ro lihan A. Rasyid, dispe lnsasi kawin adalah 

dispelnsasi yang dibe lrikan ollelh pelngadilan agama kelpada calo ln melmpellai yang 

selcara hukum bellum cukup umur untuk me llangsungkan pelrkawinan.27 Seldangkan, 

melnurut Atelng Syarifuddin, dispe lnsasi nikah melrupakan suatu kelringanan yang 

dibelrikan untuk tujuan me lnelmbus rintangan yang se lbeltulnya selcara no lrmal tidak 

diizinkan, selrta melnyisihkan pellarangan dalam hal yang khusus (re llaxatio ln lelgis).28 

Dispelnsasi kawin adalah pe lmbelrian izin kawin o llelh pelngadilan kelpada calo ln 

suami/istelri yang bellum belrusia 19 tahun untuk me llangsungkan pe lrkawinan.29 

Hakim melngadili pelrmo lho lnan Dispelnsasi Kawin mellihat dari belrbagai asas yaitu : 

a. kelpelntingan telrbaik bagi anak; 

b. hak hidup dan tumbuh ke lmbang anak; 

c. pelnghargaan atas pe lndapat anak; 

d. pelnghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

e. no ln-diskriminasi; 

f. kelseltaraan gelndelr; 

g. pelrsamaan di de lpan hukum; 

h. keladilan; 

i. kelmanfaatan;dan 

                                                             
25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses 

melalui https://kbbi.web.id/dispensasi.html, Pada Tanggal 08 Desember 2023. 
26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses 

melalui https://kbbi.web.id/nikah.html, Pada Tanggal 08 Desember 2023. 
27 Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas I A, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar), hlm 23. 
28 Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur, Skripsi, 

(Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said), hlm 40. 
29 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. 
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j. kelpastian hukum.30  

Dapat disimpulkan dispe lnsasi nikah melrupakan pelngelcualian atau ke llo lnggaran 

yang dikelluarkan o llelh Pelngadilan Agama kelpada calo ln melmpellai yang bellum 

melncapai usia me lnikah selsuai delngan undang-undang. Pe lrmo lho lnan dispelnsasi 

nikah belrsifat vo lluntair yaitu pe lrkara pelrmo lho lnan yang melmiliki kelpelntingan 

selpihak dan di dalamnya tidak me lngandung selngkelta, yang nantinya akan 

melnciptakan pelneltapan atau pro lduknya belrbelntuk pelneltapan. Dalam me lmelriksa 

dan melngadili pelrkara dispelnsasi nikah, hakim harus be lnar-belnar 

melmpelrtimbangkan pe lrkara dari belrbagai hal mulai dari ke ladilan, mashlahat, asas 

kelmanfaatan bagi masa de lpan anak, pelrtimbangan mo lral, agama, adat dan budaya, 

aspelk psiko llo lgis, aspelk kelselhatan, dan dampak yang ditimbulkan. 

Melnurut Pasal 5 ayat (1) Pelraturan Mahkamah Agung No l. 5 Tahun 2019 Te lntang 

Pelrmo lho lnan Melngadili Pelrmo lho lnan Dispelnsasi Kawin, Syarat administrasi 

pelrmo lho lnan dispelnsasi kawin yaitu :  

a. Surat pelrmo lho lnan; 

b. Fo ltolkolpi kartu tanda pe lnduduk keldua o lrang tua/wali; 

c. Fo ltolkolpi kartu kelluarga; 

d. Fo ltolkolpi kartu tanda pelnduduk atau kartu idelntitas anak dan/atau akta kellahiran 

anak; 

e. Fo ltolkolpi kartu tanda pelnduduk atau kartu idelntitas anak dan/atau akta kellahiran 

calo ln suami/istri; dan 

f. Fo ltolkolpi ijazah pelndidikan telrakhir anak dan/atau surat ke ltelrangan masih 

selko llah dari selko llah anak.31 

Jika belbelrapa pelrsyaratan di atas tidak dapat dipe lnuhi maka pelmo lho ln dapat 

melnggunakan do lkumeln lainnya yang dapat me lnjellaskan telntang idelntitas, status 

pelndidikan anak atau ide lntitas olrang tua/wali hal ini se lsuai delngan Pasal 5 ayat (2). 

Pelmbelrian dispelnsasi nikah o llelh Pelngadilan Agama bagi me lrelka yang belragama 

Islam dan Pe lngadilan Nelgelri bagi yang be lragama lainnya. 

                                                             
30 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. 
31 Ibid 
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2.9 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama 

Pada Pasal 7 Pelraturan Melntelri Agama Relpublik Indo lnelsia Nolmo lr 19 Tahun 2019 

telntang Olrganisasi dan Tata Ke lrja Kanto lr Urusan Agama me lnyelbutkan bahwa 

Kantolr Kelmelntrian Agama Kabupate ln/Ko lta belrtugas mellaksanakan tugas dan 

fungsi Kelmelntrian Agama dalam wilayah kabupateln/ko lta belrdasarkan kelbijakan 

Kelpala Wilayah Kelmelntrian Agama pro lvinsi dan keltelntuan pelraturan pelrundang 

undangan.32 Pelnje llasan di atas dapat dipahami bahwa Ke lmelntrian Agama 

Kabupateln melrupakan instansi te lrdelpan Kelmelntelrian Agama di wilayah 

Kabupateln yang mellaksanakan tugas di bidang ke lagamaan. Fungsi dari 

kelmelntelrian agama adalah se lbagai belrikut : 

1. Pelrumusan dan pe lneltapan visi, misi, dan ke lbijakan telknis di bidang 

pellayanan dan bimbingan ke lhidupan belragama kelpada masyarakat di 

kabupateln/ko lta; 

2. Pellayanan, bimbingan, dan pe lmbinaan kelhidupan belragama; 

3. Pellayanan, bimbingan, dan pe lmbinaan haji dan umrah, se lrta zakat dan 

wakaf; 

4. Pellayanan, bimbingan, dan pe lmbinaan pelndidikan madrasah, pe lndidikan 

agama, dan pelndidikan kelagamaan; 

5. Pelmbinaan kelrukunan umat be lragama; 

6. Pelrumusan kelbijakan telknis di bidang pe lngellollaan administrasi dan 

info lrmasi; 

7. Pelngo lolrdinasian pelrelncanaan, pelngelndalian pro lgram, dan pelngawasan; dan 

8. Pellaksanaan hubungan de lngan pelmelrintah daelrah, instansi te lrkait, dan 

lelmbaga masyarakat dalam rangka pe llaksanaan tugas Ke lme lntelrian Agama 

di kabupateln/ko lta.33 

  

                                                             
32 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Urusan Agama. 
33 Ibid  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Melnurut So lelrjo lno l Solelkantol, pelnellitian hukum me lrupakan suatu kelgiatan ilmiah, 

belrdasarkan pada me ltoldel pelmikiran dan siste lmatika telrtelntu untuk melmpellajari 

suatu atau belbelrapa geljala hukum telrtelntu delngan mellakukan analisis ke lmbali. 

Pelndelkatan masalah yang digunakan dalam pe lnellitian ini dilakukan de lngan dua 

cara yaitu : 

1. Pelndelkatan No lrmatif 

Pelndelkatan No lrmatif adalah pe lndelkatan yang dilakukan de lngan melndasarkan 

kelpada bahan hukum utama, me lnellaah selsuatu yang belrsifat telolritis dan 

melnyangkut asas-asas hukum, ko lnselpsi hukum, pandangan  atau do lktrin-

dolktrin hukum, pe lraturan selta sistelm hukum. 

2. Pelndelkatan E lmpiris 

Pelndelkatan E lmpiris dilakukan de lngan pelndelkatan yang melmpellajari hukum 

selsuai delngan kelnyataan yang ada di lapangan, se lrta belrdasarkan fakta yang 

ditelmukan di lapangan. 

 

Pelnellitian hukum no lrmatif elmpiris adalah pe lnellitian hukum yang me lnggunakan 

keltelntuan hukum no lrmatif yang me lliputi ko ldifikasi, undang-undang atau ko lntrak, 

selcara langsung pada se ltiap pelristiwa hukum yang telrjadi di masyarakat. De lngan 

melnggunakan keldua macam pelndelkatan telrselbut diharapkan dapat me lmpelro llelh 

gambaran dan pelmahaman selcara jellas dan telrpelrinci selsuai delngan pelrmasalahan 

yang akan dibahas dalam pe lnellitian pelnulisan skripsi ini. 
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3.2 Sumber Data 

Dalam pelnellitian ini, sumbe lr data yang digunakan dua je lnis data yaitu data prime lr 

dan data selkundelr : 

3.2.1 Data Primer 

Data primelr melrupakan info lrmasi yang dipe lrollelh o llelh pelnelliti mellalui wawancara, 

olbselrvasi, atau do lkumeln tidak relsmi yang dilakukan selcara langsung, lalu dio llah 

ollelh pelnelliti. Dalam pe lnellitian ini, pe lnelliti akan melngumpulkan data prime lr dari 

wawancara salah satunya de lngan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) 

Bapak H. Tarmizi, S. Ag., M.M., sellanjutnya wawancara de lngan Anggo lta Selksi 

Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Ke lmelntelrian Agama Kabupate ln 

Lampung Utara Ibu Hj Nuryanuta, S.Ag. dan Ibu Balqis, S.Ag, se lrta para Kelpala 

atau pelrwakilan dari 23 Kanto lr Urusan Agama (KUA) se lluruh Lampung Utara, dan 

narasumbe lr Seltia Wati sellaku relmaja yang mellakukan pelrnikahan dini.  

3.2.2 Data Sekunder 

Data selkundelr melrupakan sumbelr data yang dipe lrollelh selcara tidak langsung atau 

mellalui studi ke lpustakaan delngan cara melnellaah buku, do lkumeln, dan pelraturan 

pelrundang-undangan yang se lsuai delngan pelrmasalahan yang dibahas. Je lnis data 

selkundelr melliputi bahan hukum prime lr, selkundelr, dan telrsielr. 

1. Bahan hukum prime lr belrsumbelr yaitu bahan hukum yang be lrasal dari Pelraturan 

Pelrundang-undangan yang me lmiliki o ltolritas tinggi dan be lrsifat melngikat guna 

dalam kelhidupan masyarakat. Bahan hukum prime lr yang digunakan dalam 

pelnellitian, yaitu selbagai belrikut: 

a. Undang-Undang Dasar Ne lgara Relpublik Indo lnelsia Tahun 1945 

Amandelmeln Kelelmpat; 

b. Undang-Undang No lmo lr 1 Tahun 1974 Te lntang Pelrkawinan;  

c. Undang-Undang No lmo lr 16 Tahun 2019 Te lntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang No lmo lr 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawinan yang melrubah keltelntuan 

pasal 7 dan me lnyisipkan 1(satu) pasal di antara Pasal 65 dan 66 yakni Pasal 

65A; 

d. Pelraturan Prelsideln Relpublik Indo lnelsia Nolmo lr 83 Tahun 2015 telntang 

Kelmelntrian Agama; 



25 

 

 
 

e. Pelraturan Melntelri Agama No lmo lr 42 Tahun 2016 te lntang Olrganisasi dan 

Tata Kelmelntrian Agama. 

2. Bahan Hukum Selkundelr melrupakan bahan hukum yang melmaparkan lelbih jauh 

melngelnai bahan hukum prime lr dan dipelro llelh selcara tidak langsung dari 

sumbelrnya atau didapatkan dari pihak lain, co lntolhnya buku, jurnal hukum, 

dolkumeln-do lkumeln relsmi, atau bahkan pe lnellitian yang be lrwujud lapo lran dan 

buku-buku hukum. 

3. Bahan Hukum Te lrsielr yaitu bahan hukum yang me lnjadi peltunjuk atau 

pelnjellasan yang be lrkaitan delngan bahan hukum prime lr maupun bahan hukum 

selkundelr selpelrti kamus Hukum, e lnsiklo lpeldia dan artike ll pada majalah, surat 

kabar dan info lrmasi yang didapatkan me lmlalui intelrnelt, selrta Kamus Belsar 

Bahasa Indo lnelsia (KBBI). 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prolseldur pelngumpulan data dalam pe lnellitian ini dilakukan de lngan cara selbagai 

belrikut: 

1. Studi Kelpustakaan (Library Relselarch) 

Studi Kelpustakaan melrupakan studi yang dilakukan de lngan mellakukan 

selrangkaian kelgiatan selpelrti melmbaca, melnganalisis, selrta melngutip seljumlah 

relfelrelnsi atau litelratur belrupa tulisan (baik buku, artike ll, jurnal, dan lain-lain), 

sellain itu mellakukan pelngkajian telrhadap keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan yang be lrikaitan delngan pelrmasalahan yang akan dite lliti. Dalam tahap 

ini, pelnelliti harus mellakukan sellelksi dan kritik telrhadap bahan pustaka yang 

tellah dikumpulkan guna me lmpelro llelh data selkundelr, selhingga hanya bahan 

pustaka yang rellelvan dan belrkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam 

pelnellitian.  

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan me lrupakan suatu kelgiatan yang mellibatkan pelngumpulan data 

atau info lrmasi selcara langsung di Kanto lr Kelmelntelrian Agama Kabupate ln 

Lampung Utara dan KUA yang be lrhubungan delngan tolpik atau masalah yang 

ingin ditelliti. Dalam me llakukan studi lapangan, pe lnelliti mellakukan olbselrvasi 
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langsung, pelngumpulan sampe ll atau data, wawancara de lngan info lrman, dan 

pelncatatan data. Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk me lmpelrollelh data 

primelr, selhingga melndapatkan info lrmasi yang re llelvan dan akurat te lntang to lpik 

yang seldang ditelliti. 

3.3.2 Pengelolaan Data 

Dalam rangka melmpelrmudah pelnelliti mellakukan analisis data yang re llelvan delngan 

masalah yang se ldang ditelliti, maka dilakukan pe lngello llaan data. Pelngello llaan data 

dalam pelnellitian ini melliputi tahapan selbagai belrikut: 

1. Pelmelriksaan Data 

Pelmelriksaan data me lrupakan pro lseldur yang digunakan untuk me lnelntukan data 

yang selsuai delngan po lkolk bahasan dan juga untuk me lnelntukan adanya 

kelmungkinan kelsalahan atau kelkelliruan data yang dipe lro llelh. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data melrupakan pelngello lmpo lkkan data selsuai delngan kelrangka 

bahasan, yang kelmudian diklasifikasikan me lnurut data yang te llah diteltapkan 

selhingga data yang digunakan akan akurat.  

3. Pelnyusunan Data 

Pelnyusunan data melrupakan pro lseldur pelnelmpatan data pada po lkolk bahasan 

masing – masing selsuai delngan sistelmatik, selhingga melmudahkan pelnelliti 

dalam melnafsirkan data. 

3.3.3 Analisis Data 

Pada pelnellitian ini akan digunakan telknik analisis data delngan melnggunakan 

analisis delskriptif kualitatif. Analisis de lskriptif kualitatif yaitu melrupakan analisis 

data yang dilakukan delngan cara melnggambarkan fakta yang telrdapat di lapangan 

dan selluruh felno lmelna yang telrjadi sellama pelnellitian belrlangsung delngan 

melnjellaskan selcara telrpelrinci dalam be lntuk kalimat. Dan dalam pe lnellitian ini 

dilaksanakan mellalui wawancara te lrhadap belbelrapa masyarakat yang dirasa 

melnjadi pihak yang dipe lrsulit dalam pe lrmasalahan pelnellitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Belrdasarkan hasil pe lnellitian dan pelmbahasan yang te llah dilakukan o llelh pelnulis, 

maka dapat ditarik ke lsimpulan dari pe lnellitian ini adalah se lbagai belrikut : 

1. Upaya yang dilakukan o llelh Kanto lr Kelmelntelrian Agama Kabupate ln Lampung 

Utara dalam pelncelgahan pelrnikahan dini yaitu me llalui pellayanan di bidang 

administrasi, me llakukan so lsialisasi telrkait pelrkawinan/pe lrnikahan dini, mellalui 

pellayanan di bidang pe lrkawinan dan kelluarga sakinah, me llalui pellayanan di 

bidang kelpelnghuluan, dan me llakukan bimbingan pelrkawinan (Pra nikah). 

Belbelrapa upaya yang dilakukan o llelh Kanto lr Kelmelntelrian Agama Kabupate ln 

Lampung Utara sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat pelnurunan tingkat 

pelrnikahan dini di Lampung Utara dari tahun ke ltahun. 

2. Telrdapat belbelrapa fakto lr yang melnjadi pelnghambat upaya Kanto lr Kelmelntelrian 

Agama Kabupateln Lampung Utara dalam pe lncelgahan pelrnikahan dini. Mulai 

dari pelrgaulan belbas yang tidak dapat dihindari dan tidak diimbangi de lngan 

pelmahaman yang cukup me lmbuat para masyarakat tidak me lngeltahui selcara 

jellas dampak pelrgaulan belbas yang melngakibatkan pe lrnikahan dini. Fakto lr 

olrang tua yang keltika tellah melmiliki relncana dalam melnikahkan anaknya maka 

tidak dapat dicelgah melskipun anak melrelka bellum melncukupi umur. Adanya 

pelrbeldaan sudut pandang telrkait pelnafsiran pelrnikahan dini o llelh masyarakat 

dan pelmelrintah. Yang paling utama adalah kurangnya ke lsadaraan dari 

masyarakat itu se lndiri, masyarakat tidak aktif te lrlibat dalam so lsialisasi, 

info lrmasi melngelnai risiko l dan dampak pelrnikahan dini mungkin tidak sampai 

kelpada melrelka delngan baik, melnyelbabkan keltidakpahaman atau kurangnya 
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kelsadaran. Maka pelrlu adanya kelsadaran dari masyarakat itu se lndiri melngelnai 

dampak nelgatif dari pelrnikahan dini. 

 

5.2 Saran 

Belrdasarkan kelsimpulan diatas, maka yang me lnjadi saran pe lnulis adalah : 

1. Upaya yang dilakukan o llelh Kanto lr Kelmelntelrian Agama Kabupate ln Lampung 

Utara selharuslah lelbih belragam lagi, so lsialisasi diharapkan tidak hanya 

dilakukan di lingkup masyarakat teltapi lelbih fo lkus kelpada selkollah selko llah. 

Data yang didapat me lnunjukan bahwa pelrnikahan dini banyak dilakukan pada 

jelnjang SMA, o llelh karelna itu diharapkan Kantolr Kelmelntelrian Agama 

Kabupateln Lampung Utara dapat mellakukan belrbagai so lsialisasi di lingkup 

SMA. So lsialisasi dan bimbingan diharapkan tidak kelpada relmaja saja teltapi 

para o lrang tua juga, O lrang tua melmelgang pelran kunci dalam me lmbelntuk 

pandangan anak-anak melrelka telrkait pelrnikahan dan me lmelngaruhi kelputusan 

melrelka. So lsialisasi diharapkan juga dapat me lnjadi prolgram wajib diseltiap KUA 

yang ada di Lampung Utara agar pe lmahaman me lngelnai dampak pelrnikahan 

dini dapat telrcapai selcara melnyelluruh.  

2. Harapan kelpada masyarakat untuk le lbih belrfikir telrbuka lagi telrkait dampak 

pelrnikahan dini, se lrta dapat melngikuti selgala kelgiatan telrkait pelncelgahan 

pelrnikahan dini. Dipe lrlukan kelsadaran masyarakat telrkait dampak nelgatif 

pelrnikahan dini, pe lncelgahan pelrnikahan dini me lmelrlukan partisipasi aktif 

masyarakat. Ke likutselrtaan masyarakat dalam pe lncelgahan pelrnikahan dini 

dapat mellibatkan pelnyuluhan melngelnai risiko l dan ko lnselkuelnsi pelrnikahan 

pada usia yang te lrlalu muda, eldukasi selksual, selrta pro lmo lsi kelseltaraan 

gelndelr. Pro lgram ko lmunitas dan dukungan so lsial juga pelnting untuk 

melnciptakan lingkungan yang me lndukung pilihan pelndidikan dan karir bagi 

anak-anak.   
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